KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN DAN PERENCANAAN SISA LEBIH PADA YAYASAN PENDIDIKAN

(STUDI KASUS YAYASAN ABC SEMARANG 2018 by Santoso, Fransiskus Adi
50 
   
DAFTAR PUSTAKA 
 
Adawiyah, Diyah.2011.Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya 
Kesejahteraan Karyawan Pada Yayasan AL – Mujahirin Kota Depok.(Skripsi, 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, diterbitkan). Diakses dari: 
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/387/1/102196-
DIYAH%20ADAWIAH-FEB.PDF 
Kuncoro, Antonius Ragil & Aditya Deka Yoga Pratama.2018.Optimalisasi pajak atas 
yayasan yang bergerak dibidang pendidikan: Jurnal Pajak Indonesia. Diakses dari : 
http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/191/155 
Mardiasmo.2016. Perpajakan Edisi Revisi.Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 
Mientary, Agnes Arie.2017.Pengantar Hukum Pajak (Materi Kuliah). Universitas 
Katolik Soegijapranata. 
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER – 44/PJ./2009 Tentang Pelaksanaan 
Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak 
Dalam Bidang Pendidikan Dan Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang 
dikecualiakan dari Objek Pajak Penghasilan. Diakses dari : 
https://pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-44pj2009 
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER – 31/PJ/2012. Tentang Pedoman Teknis 
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan 
Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan 
Orang Pribadi. Diakses dari : 
https://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=49863&hlm=3 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2009. Tentang Sisa Lebih Yang 
Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang 
Pendidikan Dan Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari 
Objek Pajak Penghasilan. Diakses dari : 
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/80~PMK.03~2009Per.htm 
Pohan, Chairil Anwar.2016.Manajemen Perpajakan Edisi Revisi.Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama. 
Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 34/PJ.4/1995 Tentang Perlakuan Pajak 
Penghasilan Bagi Yayasan atau organisasi yang sejenis. 
https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-dirjen-pajak-se-34pj-
41995 
Tim redaksi ortax.2019.Susuna Dalam Satu Naskah 10 (Sepuluh) , Undang – Undang 
Perpajakan.Jakarta: Observation & Research of Taxation. 
51 
 
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang 
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Diakses dari : 
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU28-2004Yayasan.pdf 
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Diakses dari : 
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/14TAHUN2015UU.pdf 
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Diakses dari : 
https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU16-2001Yayasan.pdf 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Diakses dari : https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-
2007 
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Diakses dari : 
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1994/10TAHUN~1994UU.HTM  
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 
Diakses dari : https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
